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Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis


BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1
KAJIAN PUSTAKA

2.1.1
Pengawasan Fungsional


menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:44) menyatakan Pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua)  yaitu:

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.

2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional  APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota. 
2.1.1.1
Pengertian Pengawasan Fungsional

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-​undangan.” 


Pengertian pengawasan fungsional berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20  Tahun 2001 tetang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa:

“Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian penyusutan, dan penilaian.”

Adapun pengertian pengawasan fungsional pemerintah daerah menurut Hanif Nurcholis (2007:312) menyatakan bahwa:
“Pengawasan fungsional pemerintah daerah adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan secara fungsional baik dilakukan oleh  departemen sektoral maupun departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga/ badan/ unit dalam melakukan pengawasannya melalui pemeriksaan, pengkajian penyusutan, dan penilaian terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan oleh departemen sektoral maupun departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).

2.1.1.2
Pelaksanaan Pengawasan Fungsional


Menurut Pelaksanaan Badan Pengawasan Daerah (2002:5) mengemukakan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Fungsional harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan Pemeriksaan

1) Mengumpulkan informasi umum mengenai objek yang diperiksa

2) Penelaahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3) Penyusutan Program Kerja Pemeriksaan (PKP)

4) Penyusutan Internal Control Quetionaire (ICQ).

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

1) Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang diperiksa

2) Pengujian terbatas terhadap sistem pengujian manajemen

3) Pemeriksaan terperinci

4) Mengembangkan temuan

5) Pembahasan hasil pemeriksaan dengan atasan atau pejabat yang diperiksa

6) Penyusunan kertas kerja pemeriksaan

7) Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)

8) Exit Briefing 
3. Penyusunan Laporan Pemeriksaan

1) Ekspos hasil pemeriksaan

2) Menyampaikan nota dinas hasil pemeriksaan

3) Menyampaikan surat petunjuk hasil pemeriksaan

4) Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan fungsional meliputi beberapa tahapan yaitu:
1. Persiapan Pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

3. Penyusunan laporan Pemeriksaan

2.1.1.3
Tujuan Pengawasan Fungsional

Secara umum tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim (2000:306) yaitu :

“1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang    berlaku.

2.
Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku

3.
Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan   efektif

4.
Mendeteksi adanya kecurangan.” 
Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan fungsional di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.

3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintah daerah. 
2.1.1.4
Aparat Pengawasan Fungsional 

Menurut Baldrik Siregar dan Bonni Siregar (200:351) mengemukakan Aparat Pengawasan Fungsional dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut :

“1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2. Inspektorat Jenderal Departemen

3. Inspektorat Wilayah.” 
2.1.1.5
Tujuan, Kegiatan dan Ruang Lingkup Bawasda

Mengenai Bawasda sebenarnya sudah tersirat dalam definisi Bawasda itu sendiri, yaitu membantu seluruh manajemen pemerintah agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif, dan memberikan analisis, penilaian, sasaran dan keterangan dari operasional pemerintahan yang diperiksanya.


Menurut Pelaksanaan Badan Pengawasan Daerah (2002:) mengemukakan  Agar tujuan pengawasan tercapai, maka kegiatan-kegiatan pengawasan daerah harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Meneliti dan menilai tentang pelaksanaan pengawasan di bidang akuntansi, keuangan, dan operasi telah cukup efektif dan memenuhi syarat.
2. Menilai apakah kegiatan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan benar-benar telah ditepati.
3. Menilai kecermatan data-data akuntansi dan data-data lain dari organisasi pemerintah.
4. Menilai mutu atas pelaksanaan dari masing-masing tugas yang telah diberikan kepada masing-masing anggota manajemen pemerintahan.

Ruang lingkup Badan Pengawasan Daerah harus mencakup pemeriksaan dan penilaian, dan keefektifan dari sistem pengawasan daerah dari suatu instansi serta menunjukan kualitas pelaksanaan dalam tanggung jawab yang diberikan.
2.1.1.6
Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Bawasda    



Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Badan Pengawasan Daerah harus memenuhi wewenang, tugas, dan tanggung jawab secara jelas.

1. Wewenang Badan Pengawasan Daerah


Menurut Pelaksanaan Badan Pengawasan Daerah (2002:3) mengemukakan bahwa:

”Wewenang Badan Pengawasan Daerah adalah untuk melakukan pengawasan dan memeriksa terhadap jalannya pemerintah daerah yang objektif, pengawasan meliputi semua dinas yang berada pada lingkungan pemerintah daerah”. 
2. Tugas Badan Pengawasan Daerah 

Tugas pokok Bawasda menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.111 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bawasda adalah :


“Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan APBD dan pembangunan yang meliputi bidang-bidang ekonomi, pemerintahan aparatur/kepegawaian, sosial dan politik, kesejahteraan sosial, dan pendapatan, selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaannya kepada bupati/walikota”.    

Jadi fungsi utama pengawasan fungsional oleh Bawasda adalah membantu pimpinan organisasi (Bupati/Walikota) dalam bidang pemeriksaan dan pengendalian. 
3. Tanggung Jawab Badan Pengawasan Daerah

Menurut Pelaksanaan Badan Pengawasan Daerah (2002:45) mengemukakan bahwa Tanggung jawab Badan Pengawasan Daerah adalah aparat pengawasan fungsional di antaranya adalah:

a. Memberikan bantuan kepada manajemen pemerintahan dalam mencapai informasi yang paling efisien, berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan serta memperbaiki operasi atau kegiatan yang efisien.
b. Melakukan penelaahan, penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pemerintahan di bidang akuntansi dan operasi yang cukup efektif dan membantu meningkatkan keefektifan pengawasan daerah yang sedang berjalan.
c. Memeriksa ketaatan terhadap kebijakan dalam prosedur yang telah ditetapkan dan menentukan hasil yang dicapai atas kebijakan dan prosedur tersebut.
d. Melakukan penilaian atas pertanggung jawaban dan mutu pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan masing-masing pegawai yang dapat menyebabkan kerugian bagi instansi pemerintah.
e. Meningkatkan keandalan data keuangan dan laporan-laporan baik untuk tujuan intern maupun ekstern instansi pemerintah.

2.1.2
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.2.1
Pengertian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah


Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002:134) mengemukakan bahwa: 

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.“
Pengertian keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:
“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”
Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”
 
Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Abdul halim (2002:7) mengemukakan sebagai berikut:
“Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”
Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya.

2.1.2.2 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.”

2.1.2.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah :

“ a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.

b.
Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional,  rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.

c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.

d. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.

e. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.”
Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan keuangan daerah adalah :

a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

b. Keuangan daerah dibentuk bukan hanya semata-mata untuk mengurus masalah keuangan tetapi juga untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2004:84) mengemukakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Tanggung jawab

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

3. Kejujuran

4. Hasil guna dan kegiatan bunga

5. Pengendalian

2.1.2.4
Sumber-Sumber Keuangan Daerah


Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 Pasal 157, meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah 
1. Hasil Pajak Daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

4. Lain-Lain PAD Yang Sah.

b. Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil.

2. Dana Alokasi Umum.

3. Dana Alokasi Khusus.
c. Pinjaman Daerah 

1. Pemerintah.

2. Pemerintahan Daerah.

3. Lembaga Keuangan Bank.

4. Lembaga Bukan Keuangan Bank.

5. Masyarakat.
d. Lain-Lain Penerimaan Daerah

1. Hibah  
2. Dana Darurat 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesempulan bahwa sumber-sumber keuangan daerah berasal dari pendapatan hasil daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lainnya.

Adapun teori yang menghubungkan dalam penelitian ini yaitu menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:40) yang menyatakan bahwa:

”Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada.”

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Tujuan pembentukan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang difokuskan kepada pelayanan masyarakat.


Oleh sebab itu, harus disusun suatu perencanaan panjang yang baik mempertimbangkan dengan seksama skala prioritas pembangunan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya haruslah terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan cara berdaya guna dan berhasil guna. Agar pelaksanaannya terarah diperlukan suatu APBD. Dalam mempergunakan APBD secara efisien dan efektif maka diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.


Salah satu pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah adalah adanya Pengawasan Fungsional. Adapun pengertian pengawasan fungsional berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20  Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa:

“Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian penyusutan dan penilaian.” 


Adapun objek dari Pengawasan Fungsional adalah  Anggaran yang direalisasikan kedalam APBD merupakan rancangan Keuangan Daerah  baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran yang cerminkan pilihan kebijakan dimasa yang akan datang. Keuangan daerah harus dikelola secara efisien dan efektif sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002:134) mengemukakan bahwa: 

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.“
Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

 
Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Abdul halim (2002:7) mengemukakan sebagai berikut:
“Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”


Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya.
Sedangkan menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:40) menyatakan bahwa:

”Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada.”

Oleh karena itu, keuangan daerah perlu dikelola secara tertib dan sistematis dengan perundang-undangan yang berlaku dan disertai pengawasan fungsional. Sehingga keefisienan dan keefektifan yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat tercapai, disamping itu hal ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu, serta menciptakan adanya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.  
Penelitian ini didukung pula oleh hasil peneliti terdahulu tentang pengawasan fungsional dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	Hubungan Pengawasan  Fungsional

Dengan Pelaksanaan dan Perubahan APBD 

(Dini Ratnawulan

2007)


	Temuan studi menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara    pengawasan fungsional dengan pelaksanaan dan Perubahan APBD dilingkungan PEMDA kota bandung
	Objek penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan lebih memfokuskan pada keberhasilan pengawasan fungsional dalam melaksanakan  pengawasannya terhadap prosedur pelaksanaan dan perubahan APBD.
	pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan dan perubahan APBD

	Peranan Pengawasan  Fungsional Dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

(Diana Kuspitasari

2006)


	Temuan studi menunjukan bahwa Pengawasan Fungsional Dalam Menunjang Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah positif signifikan.
	objek yang diteliti yaitu pada pemerintahan kota Bandung.
	metode penelitiannya, penulis akan lebih memfokuskan pada pengaruh  pengawasan fungsional terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan  keuangan daerah di Pemerintah kota Bandung.


Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan penelitian terdahulu maka dapat digambarkan sebuah paradigma penelitian sebagai berikut:   

Gambar 2.1
Paradigma penelitian Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan daerah
2.3 HIPOTESIS
Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Menurut Sugiyono (2008:64) mengemukakan bahwa: 
“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat.” 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan yaitu   “Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah”. 





















Variabel Y


Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 


Tanggung jawab


Mampu memenuhi kewajiban keuangan 


Kejujuran


Hasil guna dan kegiatan bunga


Pengendalian


Mardiasmo  (1992:14)





Abdul Halim Dan Theresia Damayanti (2007:40)





Variabel X


Pengawasan Fungsional :


Persiapan Pemeriksaan


Pelaksanaan Pemeriksaan


Penyusunan Laporan Pemeriksaan


(Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 20  Tahun 2001)








10
PAGE  

